
BUPATI LANGKAT
PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR θtt TAIM 2011

TENTANG

K00RDINATOR PELAKSANA 9(SEMBLAN)PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LANGKAT

DENGAN RAIIMAT TUHAN YANG MAIIA ESA

fヽenimbang : a

BIJPATI LANGKAT,

bahwa dengan telah ditetapkannya beberapa Peraturan
Daerah Kabupaten LangkaL maka untuk melaksanakan
Peraturan Daerah dimaksud perlu dihunjuk Koordinator
Pelaksana;

bahwa berdasarkao pertimbangan sebagaimana dirnrftsud
pada hurufA maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan 9 ( Sembilan ) Penrturan Daerah
Kabupaf,en Langkat;

Undang - Undang Nomor 7 Drt Tatrun 1956 tentang
Pennbentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Sumatera Utara ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 1092);

Undang - Undang Nomor l0 Tahun 2A04 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran
Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tarnbaharr
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintatran Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Talrun 2004 Nomor 125, Ta:rnbahan Lembaran Negara
Republik Indoaesia' Nomor 4437), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 ltlomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang
Pelpindahan IbuKota Kabupaten Daeratr Tingkat II Langkat
dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1982 Nomor 9);

Mengingat

3.

4.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang
Pembakuan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten
Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik' Indonesia Tallrn 1986 Nomor ll, Tarrrbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomo r 3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indouesia
Nomor 4593);

7. Peratnran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tafun2007
tentang Pembentnkan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Langkat ( kmbaran Daeratr Tahun 2007 Nomor
12, Tambahan Lembaran DaerahNomor 1);

8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tatrun 2009 tentang Urusan
pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat
( Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan
Lembarao Daeratr Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Nomor 2 I'ahun 2011 tentang Retribusi
Penjualan Produlcsi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Tahun
2011Nomor l);

ll.Peratuan Daerah Nomor 3 Tahrn 2011 tentang Retibusi
Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Tahun 20ll
Nomor 2);

12. Peraturan Daerah Nomor 4 Tatnrn 2011 tentang Retibusi
Pelayanan Persampahan / Kebersihan (Lembaran Daerah
Tahun 2011 Nomor 3) ;

13. Peraturau Daerah Nomor 5 Tahrm 2011 tentang Retribusi
Izin Gangguan llembaran Daeratr Tahun 2011 l.lomor 4);

14. Perafirran Dasrah Nomor 6 Tahun 2011 tentang rencana
Perubangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD ) Kabupaten
Langkat Talun 2005 - 2025 (Lenibaran Daerah Tahun 201I
Nomor 1);

15. Perattran Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pencabutan
Perattuan Daeratr Nomor 19 Tahrur 2002 tentang Izin
Bongkar Muat Baran-g (Lembaran Daerah Tahun 2011
Nomor 5); i

16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 31 tahun 2002 teutang
Perizinan Usalra Ferkebunan (Lembaran Daerah Tatnrn 2011
Nomor 6);



Menetapkan

17. Peraturan f)aerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan
Peraturan Daerah Nomor 35 Tatrun 2002 tentang Retibusi
Pemeriksaan Mutasi Hasil Perikanan (Lembaran Daerah
Tahun20ll Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTAI\IG KOORDINATOR
PELAKSANA 9 ( SEMBILAN ) PERATT]RAN DAERAII
KAtsT]PATEN LA}IGKAT

Pasal I
Menghrmjuk:

1. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten langkat sebagai
Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor I Tahun
2011 tentang Pajak Daerah.

2. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Langkat
sebagai Koordinator Pelaksana Perafuran Daeratr Nomor 2
Tahun 2011 tentang Retibusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah.

3. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Langkat sebagai
Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan;

4. Kepala Dinas Kebersihan dan Pertarnanan Kabupaten Langkat
sebagai Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 4
Tahm 20ll tentang Retribusi Pelayanan Persampahan /
Kebersihan.

5. Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat sebagai
Koordinator Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
201I tentang Retribusi Izin Gangguan.

6. KepaJa Bappeda Kabupaten Laagkott sebagai Koordinator
Pelaksana Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 201I tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJPD )
Kab;rpaten Langkat Tahun 2005 - 2025.

7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat
sebagai Koordinator Pelaksana :

a. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 20ll te,ntang
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 19 Tatrun 2002
tentang Izin Bongkar Muat Barang.

b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tatrun 20ll tentang
Pencabutan Peraturau Daeratr Nomor 3l Ta]rnn 2002
tentang Perizinan Usaha Perkebunan.

c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 20ll tentang
Pencabutan Peraturan Daeratr Nomor 35 Tahun 2002
tentang Retribusi Pemeriksaan Mutasi Hasil Perikanan.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur d,alam Porattu'an ini, sepanjang Tehnis
Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diatur dan ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiii.



Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuiny4 memerintahkan pengundangan

Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di S t a b at.

padatanggal ll MDret 20‖

BERITA DAEШ  KABLIPATEN LANGKAT TAttUN 20H NOヽ 40R 07

JABATAN

TAF BACIAll HUκ UM

SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN ACIM 1OI*

麒SUBBAG  7h ‖叱)・・


